SALINAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 1t TAHUN 2018

TENTANG

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan

optimalisasi  pelaksanaan tugas pelayanan oleh
pemerintah kabupaten terutama di bidang perdagangan,
perlu dibentuk unit pelaksana teknis;

. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2)

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Bengkulu Selatan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada hutuf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan.

. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Linigkurnigari Daerah Provirsi Suitigtera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
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Menetapkan

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

"~ Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun .2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 451);

. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 50/M.DAG/PER/10/2009 Tentang Unit Kcrja
dan Unit Pclaksana Teknis Metrologi Legal;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS],
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Selatan.

. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Bengkulu Selatan.

. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, -memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

.Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu
Selatan.

.Unit Pelaksana Teknis Daerah selaﬂjutnya disebut

UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

.Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis

Daerah dalam Kabupaten.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-
mengukur secara luas.

Meétiologi Legal adalah metrologi yang mengeélola
satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan
alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik
dan peraturan berdasarkan undang-undang yang
bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal
kebenaran pengukuran.

Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau
tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan
keterangan-ketérangan tertiilis yang bertanda téra sah
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai-pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum
dipakai: |

Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau
memberikan  keterangan-Keterangar  tertulis  yang
bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh  pegawai-pegawai yang  berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang telah ditera.

Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan
perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang
dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan
tera atau tera ulang.

Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai

bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.



16. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai

17.

18.

19.

20.

21.

bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau
dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau
dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat
ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil
pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Jabatan  Fungsional adalah  kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
organisasi yang dalam  pelaksanaan  tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan
hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.
Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki
tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan atau pembangunan.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Bengkulu Selatan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berbentuk UPT Metrologi Tipe A.

BAB III ;
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

UPTD Metrologi adalah unsur pelaksana teknis
operasional daerah dipimpin oleh seotang Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :

a. Kepala UPTD.



(1)

(2)

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi UPTD sebagaimana pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD
Pasal 5

UPTD Metrologi mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang

kemetrologian sesuai dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud

dalam ayat (1), UPTD Metrologi mempunyal fungsi :

a. pengelolaan, pemeliharaan dan  pelayanan
tera/tera ulang;

b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;

c. pelaksanaan operasional metrologi legal;

d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

™

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin,

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

tugas UPTD sesuai dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas;

Uraian Tugas Kepala UPTD :

a. mengoordinasikan penyusunan rencana program
kerja dan kegiatan UPTD;

b. menyusun kebijakan teknis operasmnal UPTD;

c. melaksanakan pengoordmasmn pembinaan dan
pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;

d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan atau Unit Kerja lain;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsmya

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian,
keuangan, wumum, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

s



(1)

(1)

(2)

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan
kerumahtanggaan;

e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan
kearsipan;

f. melaksanakan pembinaan dan - pengembangan
ketatalaksanaan,;

g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan
rencana program kerja UPTD;

h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan
UPTD;

i. mengoordinasikaan penyiapan bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;

j- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. menyusun laporan  pelaksanaan tugas @ di
lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan
keterampilan berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas
sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

Masing-masing Kelompok  Jabatan  Fungsional
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
senior. ‘

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku.

Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima .
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 9

Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan atau pembangunan di lingkungan
UPTD;

Nama-nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di
lingkungan UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas
sesuai hasil analisa jabatan.
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BAB YV
TATA KERJA
Pasal 10

(1) UPTD dalam melaksanakan tugas wajib
menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang
secara fungsional memiliki hubungan kerja.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan
tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi.

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepalaf Dinas.

(2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 12

(1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi
penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pengisian jabatan pada UPTD diatur dengan
Keputusan Bupati dan disesuaikan  dengan
kemampuan daerah.

(3) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IVa.

(4) Kepala Sub Bagian pada UPTD adalah jabatan eselon
IVb. ‘

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita  Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna

pada tanggal po- ¥2- 2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto
H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna 4

Pada tanggallo- 00- 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 1l

Salinan sesuai dengan aslinyg
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR It TAHUN 2018

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTDj] METROLOGI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

L4

KEPALA UPTD

[ KEPALA SUB BAGIAN

e e

TATA USAHA

Kelompok Jabatan
Fungsional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM %

HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

l

Kelompok Jabatan
Pelaksana

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD
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